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BAD IV 
PENV;~UP 
1. Kesimpu1an 
Setelah mengkaji dan menganalisa pennasaJahan pada bab pendahuluan 
dan pembahasannya pada bab dua dan tiga. Ada beberapa hal yang dapat diambil 
menjadi suatu kesimpuJan, yaitu: 
1. 	 Sertifikat Halal diterbitkan 0100 LPPOM-MUI sebagai syarat untuk 
mengajukan permohonan pencantuman tulisan "halar' kepada Balm 
Pemeriksaan Obat dan Makanan Departemen Kesehatan. lni berartj ada 
dualisme dalam penerbitan ketcrangan "halaln . Kondisi ini dapat disimpangi 
oleh pihak-pihak lertentu, dimana mereka memperoleh izin pencantuman 
tulisan "balaln tanpa adanya pemcriksaan ter1ebih dabulu (tanpa ada 
sertifikatnya), sehingga keadaan itu dapat merugikan konsumen muslim. 
Sebagai upaya untuk melindungi konswnen dapat dilakukan dengan dua cara, 
yaitu: 
a Upaya perlindungan preventif, dengan menerbitkan Sertifikat HaIaJ dan 
pencantuman tulisan "halaln pada kemasan. 
b. 	 Upaya perlindungan represif, yaitu mengacu pads Undang-Undang No.8 
Tabun 1999 tentang PerlindlUlgan Konsumen. 
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Narnun kedua perlindlmgan itu tidal< dapat dilaksanakan dengan efektif 
karena pencanturnan keterangan atau tulisan halaJ bukan kewajiban setiap 
produsen, pencanturnan itu dapat mcnjadi wajib jika produsen menyatakan 
bahwa produknya tersebut halaJ bagi tunat Islam. SetHin itu kesadaran 
rnasyarakat akan produk halaJ masih kurang dan Undang-Undang 
Perlindungan Konswnen belum tersosialisasikan dalarn masyarakat sehingga 
undang-undang itu belum dimanfaatkan seeara efektif oleh konsumen. 
2. 	 Pengaturan produk halaJ pada hukum positif lebih sernpit daripada pengaturan 
produk halaJ daJam hukum Islam. PadahaJ hukum Islam mewajibkan 
memakan rnakanan yang haJaJ. Kewajiban itu tidak hanya pada produk 
makanan saja tapi hampir sellrruh produk yang di konsumsi manusia. 
Sertifikat Halal tidak diatur daJam hukum Islam, diadakannya Sertifikat HalaJ 
rnerupakan impiernentasi dari adanya kewajiban memakan makanan haIa!. 
Dengan demikian, diharapkan dapat memberikan perlindungan pada 
konswnen muslim. 
2. 	 Saran 
Dari kesimpulan penulisan skripsi ini ada beberapa hal yang dapat saya 
ajukan sebagai saran yang diharapkan dapat dijadikan sebagai ballan 
pertimbangan daJam menyelesaikan perma-;aJahan, yaitu: 
1. 	 Untuk: mengatasi munculnya dualisme dalam penerbitan keterangall "Halal", 
menurut saya penerbitan keterangan "Halal" lebih baik dikeluarkan oleh satu 
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instansi saja. Jadi, instansi yang menerbitkan Ser1ifikat Halal harns juga 
memberikan ijin pencantuman keterangan "Halal" pada kemasan. Dengan 
demikian maka proses pengurusan dan pengawasannya akan lebih mudall. 
Pengaturan penerbitan keterangan halal, sebaiknya diatur dalam peraturan 
pemerintah, tidak diatur hanya dengan keputusan menteri. Dengan pengaruran 
yang pasti tersebut maka sertifikat haJaJ akan mempunyai kekuatan hukum 
yang pasti. 
2. 	 Dalam hal upaya perlindungan konsumen muslim, menurut saya pencantwnan 
tulisan halal harns menjadi kewlijiban bagi produk-produk yang beredar di 
Indonesia, baik produk dalam negeri ataupun produk luar negeri. Dengan 
pencantuman itu maka perlindungan konsumen akan lebih terjamin, selain itu 
juga hams disosialisasikan adanya undang-undang perlindungan konsumen 
sehingga konsumen mengetalmi hak dan kewlijibannya serta dapat Iebm 
berani lagi untuk menyampaikan kerugian yang dialaminya sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku. 
